KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PROBOLINGGO

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PROBOLINGGO
NOMOR : 17/HK.03.1-Kpt/3513/KPU-Kab/II/2018

TENTANG

PENETAPAN PASANGAN CALON DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL

BUPATI PROBOLINGGO TAHUN 2018

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PROBOLINGGO

Menimbang

Mengingat

a.

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 68
Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017
Tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil
Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota
dan Wakil Walikota sebagaimana diubah dengan
Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun
2017 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi
Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017 Tentang
Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur,
Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil
Walikota;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan
Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Probolinggo tentang
Penetapan Pasangan Calon Dalam Pemilihan Bupati dan
Wakil Bupati Probolinggo Tahun 2018.

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1950 tentang
Pembentukan Daerah Propinsi Djawa Timur (Himpunan
Peraturan Peraturan Negara Tahun 1950) sebagaimana
telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun
1950 tentang Perubahan dalam Undang-Undang Nomor 2

Tahun . ..



Tahun 1950 (Himpunan Peraturan Peraturan Negara
Tahun 1950);

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang
Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam
Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 1950 Nomor 41) sebagaimana telah
diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 tahun 1965
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965
Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 2730);

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang partai
Politik ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4801) sebagaimana telah diubah
dengan Undang-Undang Nomor 2 tahun 2011 tentang
Perubahan atas undang-Undang Nomor 2 tahun 2008
tentang Partai Politik ( Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2011 Nomor 8, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5189);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana
telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun
2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015
Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5679);

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor
1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan
Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656)
sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan
Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5898);
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Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan
Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6109);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2015
tentang Pengelolaan Dana Kegiatan Pemilihan Gubernur
dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta
Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah diubah
terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor
51 Tahun 2015;

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2017
tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan
Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil
Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota
dan Wakil Walikota sebagaimana diubah dengan
Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2018
Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum
Nomor 1 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan
Jadwal Penyelenggaraan Penyelenggaraan Pemilihan
Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati
dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 03 Tahun
2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi
Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan
Aceh dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen
Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan dan Tata Kerja
Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan
Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara
dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil
Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota
dan Wakil Walikota sebagaimana diubah dengan
Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun
2017 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi
Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata
Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum
Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi
Pemilihan Umum /Komisi Independen Pemilihan
Kabupaten/Kota, Pembentukan dan Tata Kerja Panitia

Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan

Kelompok . . .



Memerhatikan:

10.

1.

Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam
Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil
Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota
dan Wakil Walikota.

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017
tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil
Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota
dan Wakil Walikota sebagaimana diubah dengan
Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun
2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi
Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017 tentang
Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur,
Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil
Walikota.

Keputusan Komisi Pemilihan Umum  Kabupaten
Probolinggo Nomor : 6/HK.03.01-Kpt/3513/KPU-
Kab/IX /2017 tentang Pedoman Teknis Tahapan, Program
dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil
Bupati Probolinggo Tahun 2018 sebagaimana diubah
dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten
Probolinggo = Nomor : 14/HK.03.1-Kpt/3513/KPU-
Kab/IX/2018 tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi
Pemilihan Umum Kabupaten Probolinggo Nomor
6/HK.03.01-Kpt/3513/KPU-Kab/IX/2017 tentang
Pedoman Teknis Tahapan, Program dan Jadwal
Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati
Probolinggo Tahun 2018.

Keputusan Komisi Pemilihan Umum  Kabupaten
Probolinggo @ NOMOR : 7/HK.03.1-Kpt/3513/KPU-
Kab/IX/2017 tentang Penetapan Rekapitulasi Daftar
Pemilih Tetap Pemilihan Umum Presiden Dan Wakil
Presiden Tahun 2014 Sebagai Dasar Penghitungan
Jumlah Minimum Dukungan Persyaratan Pasangan
Calon Perseorangan Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil
Bupati Probolinggo Tahun 2018.

Keputusan Komisi Pemilihan Umum  Kabupaten
Probolinggo Nomor : 9/HK.03.1-Kpt/3513/KPU-
Kab/IX/2017 tentang Pedoman Teknis Pencalonan

Pemilihan . . .



Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Probolinggo Tahun
2018 sebagaimana diubah dengan Keputusan Komisi

Pemilihan Umum Kabupaten Probolinggo Nomor

41/HK.03.1-Kpt/3513/KPU-Kab/X1/2017 Tentang
Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Probolinggo Nomor : 9/HK.03.1-

Kpt/3513/KPU-Kab/IX/2017 tentang Pedoman Teknis
Pencalonan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati
Probolinggo Tahun 2018;

Keputusan Komisi Pemilihan Umum  Kabupaten
Probolinggo NOMOR : 26/HK.03.1-Kpt/3513/KPU-
Kab/X/2017 tentang Pedoman Teknis Tata Kerja Komisi
Pemilihan Umum  Kabupaten, Panitia Pemilihan
Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok
Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Pemilihan
Bupati dan Wakil Bupati Probolinggo Tahun 2018
sebagaimana diubah dengan Keputusan Komisi
Pemilihan Umum Kabupaten Probolinggo NOMOR
32/HK.03.1-Kpt/3513/KPU-Kab/X1/2017 tentang
Pedoman Teknis Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten, Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia
Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara
Pemungutan Suara dalam Pemilihan Bupati dan Wakil
Bupati Probolinggo Tahun 2018.

Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten
Probolinggo NOMOR : 13/HK.03.1-Kpt/3513/KPU-
Kab/1/2018 tentang Penetapan Hasil Verifikasi Jumlah
dan Sebaran Dukungan Perbaikan Bakal Pasangan Calon
Perseorangan Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati
Probolinggo Tahun 2018.

Berita Acara Rapat Pleno Terbuka Komisi Pemilihan
Umum Kabupaten Probolinggo Nomor : 24/PK.01-
BA/KPU-Kab/I1/2018 tanggal 12 Februari 2018 tentang
Penetapan Pasangan Calon Dalam Pemilihan Bupati dan
Wakil Bupati Probolinggo Tahun 2018.
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Menetapkan

KESATU

KEDUA

KETIGA

Salinan sesuai d

MEMUTUSKAN:

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
PROBOLINGGO TENTANG PENETAPAN PASANGAN CALON
DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI
PROBOLINGGO TAHUN 2018
Menetapkan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati
Probolinggo Tahun 2018, sebagai berikut :
a. Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Probolinggo :

Hj. PUPUT TANTRIANA SARI dan

Drs. H. A. TIMBUL PRIHANJOKO

Diusung oleh Partai Politik, Partai NASDEM, Partai

Demokrasi Indonesia Perjuangan, Partai Golongan Karya,

Partai Persatuan Pembangunan, Partai Gerakan Indonesia

Raya.
b. Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Probolinggo :

H. ABDUL MALIK HARAMAIN, M.Si dan

H. MOHAMMAD MUZAYYAN, M.H.I

Diusung oleh Partai Politik, Partai Kebangkitan Bangsa,

Partai Demokrat.
Nama-nama Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati
Probolinggo sebagaimana dimaksud pada DIKTUM KESATU
diumumkan oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten
Probolinggo di Kantor Komisi Pemilihan Umum Kabupaten
Probolinggo Jalan Panglima Sudirman Nomor 440 Kraksaan.
Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Probolinggo
pada tanggal 12 Februari 2018

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PROBOLINGGO
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engan aslinya MUHAMMAD ZUBAIDI

SEKRETARIAT KPU

KABUPATEN PROBOLI
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